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1.1 [bookmark: _bookmark6]Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi penting, karena berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.
Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.
Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP). Dalam tujuannya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja menerima pengaduan dan keluhan masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman umum.
Pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon saat ini masih terdapat banyak kelemahan, dapat dilihat dari bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam melayani


1
 (
B
AB I
)






masyarakat ketika ada warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengaduan tentang keamanan demi kenyamanan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon belum dapat sepenuhnya memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media masa, media sosial, ataupun media lainnya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Mengingat fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon adalah melayani masyarakat, maka sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari- hari, terutama yang berhubungan dengan melayani masyarakat, semakin dituntut adanya kerja keras dan lebih meningkatkan kemampuan yang lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah melayani masyarakat.
Pelayanan Publik adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Ratminto,Winarsih, 2007:4-5).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,
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menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.
Terkait uraian latar belakang diatas, penulis mengkaji masalah kepuasan masyarakat yang dihubungkan dengan kualitas pelayanan dan dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “Kualitas Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (studi kasus bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon)”.
1.2 [bookmark: _bookmark7]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang belum optimal.
1. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon?






2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon?
1.3 [bookmark: _bookmark8]Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diharapkan masyarakat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan publik.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang optimalisasi pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan publik.






b. Untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian pelayanan prima, yaitu optimalisasi pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan publik.
c. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya.
B. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam pencapaian kualitas pelayanan publik.
b. [bookmark: _GoBack]Sebagai masukan dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu Administrasi Publik sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian.

